
 

 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA 
 

NOMOR :    9   TAHUN 2013 
 

TENTANG  
 

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR  
 

DENGAN  RAHMAT  TUHAN  YANG  MAHA  ESA 
 

BUPATI  PURWAKARTA, 
 

Menimbang : a.  bahwa guna mendukung operasional 
pelayanan Pasar dan sebagai upaya untuk 
memberikan pelayanan terhadap kepentingan 
umum maka perlu diatur mengenai 
Retribusinya; 
 

  b.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat 
(1) huruf f dan Pasal 156 ayat (1) Undang–
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah 
Daerah dapat menetapkan Retribusi Pelayanan 
Pasar; 
 

  c.  bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud butir a dan b diatas, 
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Retribusi Pelayanan Pasar;  
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa 
Barat (Berita Negara Republik Indonsia Tahun 



1950) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten 
Dalam Lingkungan Propinsi DJawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2851); 
  

  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3209); 
 

  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
beberapakali diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

  4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438 ); 
 

  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5038); 



 

  6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5043); 
 

  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); 
 

  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 
 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 
 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 
 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 
Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah  
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4737): 
 



  12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 
Tentang Tata Cara Pemberian dan 
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 
 

  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah, sebagaimana telah 
beberapakali diubah, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 
 

  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah; 
 

  15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta 
Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten 
Purwakarta Tahun 2000 Nomor 6); 
 

  16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta 
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara 
Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran  
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 
Nomor 3); 
 

  17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta 
Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan 
Pemerintahan yang menjadi  Kewenangan 
Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Lembaran 
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 
Nomor 7); 
 



  18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta 
Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan 
Dinas Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 
2013; 

 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA 

 
dan 

 
BUPATI PURWAKARTA 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI 

PELAYANAN PASAR 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1  

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta;  
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta;  
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta;  
4. Dinas adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten 

Purwakarta;  
5. Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perindustrian dan 

Perdagangan Kabupaten Purwakarta selanjutnya disebut Dinas 
KUMKM Perindag adalah organisasi perangkat daerah yang 
melaksanakan urusan kepemerintahan bidang pemungutan 
Retribusi Pertokoan;  

6. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Purwakarta yang 
selanjutnya disebut Dinas Peternakan dan Perikanan  adalah 
organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan 
kepemerintahan bidang pemungutan Retribusi Pertokoan Tempat 
Penjualan Ikan 

7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Purwakarta;  


